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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk
sosial, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi
dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan
dan lain-lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus
bermasyarakat dan tolong menolong di antara mereka dalam bermu’amalah

dilandaskan pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:
s Sl &y 1,855 i3l A1 e 1565 s sl 5 e 1t ..
“.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

s ]

Nya".
Kenyataan itu tidak dapat ditinggalkan, karena melakukan muamalah
dengan cara berkegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Dengan kegiatan itulah manusia memperoleh rizki, dalam
rangka melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat al-Qur’an dan
hadist Nabi yang mendorong manusia untuk rajin bekerja dan mencari rizki.
Tetapi tidak setiap kegiatan ckonomi dibenarkan oleh al-Qur’an. Apabila

kegiatan ekonomi itu merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian

! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung:
Diponegoro, 2010), 52.



kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan
ditolak.” Beda lagi ketika kegiatan itu berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam
meminjam, upah mengupah yang merupakan kerjasama yang dilakukan antara
pekerja dan pengusaha.

Kerjasama yang dimaksudkan tentunya dengan tujuan saling
menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama bagi pengusaha
maupun pekerja. Dalam pengupahan islam memberikan ketentuan dasar
mengenai akad atau perjanjian kerja yang akan menimbulkan hubungan
ketjasama antara pekerja dan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing-
masing pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi
pihak yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah
membayar gaji atau upah pekerja.’

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan
dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang
merupakan pendorong utama, akan fetapi tingkat upah masih merupakan
dorongan yang paling kuat hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi
kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya.

Upah sebenarmnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang

diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah, sebab upah

? Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta, Gema
Insani, 2001), 9.

 Abmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah(hukum Perdata Islam)
( Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.



adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah
dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. *

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur
scjauhmana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita, karena seperti
yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan
yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan persoalan yang Icbih berkaitan
dengan penghargaan yang diberikan olch pengusaha kepada tenaga kerja.’

Dari pengertian diatas mengenai upah ini dapat diartikan bahwa upah
merupakan penghargaan bagi tenaga karyawan yang dimanifestasikan sebagai
hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan
itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan.

Mckanisme yang digunakan untuk mendistribusikan upah di Indonesia
dikenal dengan beberapa sistem pemberian upah sebagai berikut, yaitu:®
1.. Upah menurut waktu
2. Upah menurut satuan hasil
3. Upah borongan
4. Sistembonus

5. Sistem mitra usaha

* Arianto Sam , "Pengertian upah”, dalam htt p:/www.scribd.com/pengertian-upah.html (05
Descmber 2010).

5 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003) ,179.

6 Joko Prabowo,” pengertian-upah-gaji-wikipedia.”, dalam http:/www.scribd.com/ (08 Mei
2012).



Semua sistem pemberian upah tersebut harus mencerminkan keadilan,
agar upah yang diberikan kepada pckerja lebih manusiawi maka penentuan upah
hendaklah diberikan secara adil sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal pengupahan, Islam memberikan ketentuan terhadap perubahan
walaupun belum secara langsung menjelaskannya, namun sudah cukup mewakili
untuk ketentuan dasar antara lain bahwa kedua belah pihak harus membuat
kesepakatan yang dituangkan dalam scbuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan
dan jumlah upah, waktu pembayaran maupun tentang upah atas pekerjaan diluar
jam kerja (kerja lembur). Sesuai dengan sabda rasulullah SAW tentang

kesepakatan upah atas pekerjaan yang berbunyi:
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“Dan dari abi said al-khudriy r.a, rasulullah saw bersabda: “Berikanlah
gajl kepada pekerja sebeium kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan
gajinya, terhadap apa yang dikerjakan” 7

Islam juga memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan pembayaran

upah scbagai bentuk imbalan bagi pekerja yang telah menyelesaikan

pekerjaannya® tersebut, scbagaimana sabda rasulullah SAW yang berbunyi:

7 Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah,juz 11 (Beirut: Dar al-ahyai al-
kutub Al-arabiyyah,t.t), 820.
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Al-abbas ibn al-walid al-Damasyqiy telah menceritakan kepada
kami,(katanya) Wahb ibn said ibn athiyyah al-salamiy telah
memberitakan kepada kami,(katanya) abdurrahman ibn zaid ibn Salim
telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari
abdillah ibn umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda:” Berikan/ah upah
alas jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering
keringatnya” (HR. Ibnu Majah)’

Islam menyampaikan sccara tersirat bahwa harus ada kesepakatan dalam
hal waktu pembayaran upah, bisa menjadi upah yang diberikan perharinya (upah
harian), upah mingguan, atau bisa juga upah bulanan, yang terpenting dalam
makna hadits ini adalah adanya unsure penyegeraan pembayaran upah sesuai
dengan kescpakatan.

Ketentuan yang sama juga diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia yang mempunyai sckitar 14
Peraturan Pemerintah, 5 Keppres, dan 27 Keputusan/Peraturan Mentri. Dimana

UU. tersebut merupakan hasil kompromi kepentingan Pekerja, Pengusaha dan

Pemerintah. Scrta terdapat sckitar 62 peraturan yang terkait dengan UU. No. 13

Tahun 2003 tersebut.'©

¥ Masduha Abdur Rahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Isfam, (Surabaya: Central
Media, 1995), 93,

® Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 817.
" [1adi Subhan, Majalah Pilar, Nopember-Desember 2007, 6.



Ditambah lagi 5 peraturan Gubernur yang mendukung serta beberapa
peraturan yang dibuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat pekerja yang perlu mendorong peningkatan peran serta
pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan
pekerja.'’

Salah satu jenis tenaga kerja adalah telemarketing, pekerja yang
dimanfaatkan jasanya melalui telepon dalam mempromosikan atau menjualkan
produk suatu intansi atau perusahaan. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan
upah atas apa yang telah diusahakannya dengan penghargaan yang adil untuk
perusahaan.

PT Monex Investindo Futures adalah salah satu contoh dari perusahaan
investasi swasta yang memanfaatkan jasa  telemarketing  untuk
memperdagangkan produknya, namun pcrusahaan ini lebih sering mecnyebut
telemarketing ini dengan istilah financial consultant, yang tentunya mereka
berhak juga mendapatkan upah dari hasil pemanfaatan jasanya sesuai dengan
perjanjian. '?

Oleh karena itu, maka dengan adanya akad kerjasama industrial

terscbutlah maka pihak pengusaha PT Monex Investindo harus memberikan upah

" Tim Akademik dari 5 Perguruan Tinggi Negri, Hukum online, dalam

http:/www.scribd.com/ (13 Mei 2012).
12 Masduha Abdur Rahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam, 97.




sesuai dengan apa yang telaha atau akan diberikan financial consultant itu
kepadanya.

Namun kenyataannya dalam sistem pengupahan tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang ada, baik menurut aturan hukum Islam., maupun UU
No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia
Semisal tentang akad yang perjanjian kerja dipaparkan oleh pengusaha bahwa
tidak adanya pembayaran upah selama 3 bulan, atau pembayaran upah yang
mensyaratkan adanya 12 kali APP yang telah dilakukan oleh telemarketing
dengan syarat dan ketentuan yang berbeda tergantung kepada manajer yang
membawahi mereka, schingga banyak dari telemarketing yang dirugikan dari
kebijakan terscbut, karena ditakutkan adanya penilaian subyektif pihak manajer
schingga tidak memberikan upah yang adil sesuai dengan hasil pckerjaan yang
telah dilakukan telemarketing.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis  tertarik
mengangkat permasalahan tentang ketentuan dan penerapan pengupahan di PT
Monex Investindo Futures ini untuk dikaji secara mendalam dalam penclitian
yang berjudul “Ketentuan upah dan penerapan upah telemarketing di PT Monex
Investindo futures terhadap perspektif hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan.”

Melalui penelitian ini penulis berharap agar kita semua lebih memahami

bahwa upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang scjenis yang



dimaksud scbagai imbalan jerih payah scorang peckerja yang diberikan oleh
majikan, merupakan persoalan yang utama dalam hubungan kerja. Apapun
motivasi dan latar belakang sescorang dalam bekerja tetapi dapat dikatakan
bahwa pada dasarnya orang tersebut mengharapkan upah yang akan dipakai
sebagai jaminan hidup bagi dirinya dan keluarganya.'® Karena pada dasarnya

o akan

o0

persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uan
tetapi pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama kita
melalui pembcerian upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang telah atau akan

dikerjakan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka
diperlukan Identifikasi masalah.

Identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Ketentuan upah pekerja dalam masa percobaan di perusahaan dalam UU
no 13 tahun 2003

2. Ketentuan dan Praktik perupahan telemarketing

3. Terjadinya akad perupahan telemarketing

4. Mekanisme perupahan telemarketing

13 Mahyuddin Al-Mudra,, Kerja dan Hubungan kerja dalam islam,(Yogyakarta:PT Mitra
Gama Widya, 1992), 51.



5. UU No.13 tahun 2003 dan perspektif hukum Islam terhadap ketentuan
upah dan penerapan upah telemarketing
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan atau
ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan
terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan:
1. ketentuan upah dan penerapan upah telemarketing
2. Perspektif hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 terhadap ketentuan

upah dan penerapan upah telemarketing

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketentuan dan penerapan upah tclemarketing di PT Monex
Investindo futures?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 terhadap

ketentuan upah dan penerapan upah tclemarketing di PT Moncx Investindo

futurcs?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini merupakan gambaran umum mengenai topik
yangditeliti dengan penclitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian
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tersebut, sebenarnya sudah banyak sekali penulisan skripsi yang membahas
mengenai upah mengupah, diantaranya:

1. Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan upah minimum karyawan di
PT.Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo, oleh Wilder Umar
tahun 1995 yang membahas tentang permasalahan kebijakan pemerintah
yang terkait dengan upah minimum di PT Tamanaco menurut keputusan
Mentri Tenagakerja No.Kep.50/Men/1992 tentang peningkatan upah
minimum regional untuk wilayah Jawa Timur. Hasil Penelitian
menyatakan perupahan di PT.Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman
Sidoarjo ini harus menyesuaikan kebijakan pemerintah yang baru,
sehingga harus ada kenaikan upah. "*

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum
Regional di PT.Kertajasa Raya, oleh Musyafak tahun 1999, yang
membahas tentang rendahnya upah buruh dimasa krisis moneter. Hasil
penelitian menyimpukan bahwa upah buruh pada masa krisis moneter
sama sekali tidak diberlakukan dalam rangka meminimalisir likuidasi
perusahaan. '

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah minimum regional pada pasal 91

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi Kasus pada

' Wilder Umar, K ebijakan Pemerintah yang terkait dengan upah minimum karyawan di
PT. Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN
Sunan Ampel,1995).

' Musyafak, 7 Injauan hukum islam terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum
Regional di PT.Kertajasa Raya, , (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1999).
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Industri sepatu UD.Bunda Jombang),'” oleh Zarinah tahun 2005 "yang
membahas tentang permasalahan putusnya perjanjian kerja oleh hukum
apabila upah yang didapat oleh buruh itu dibawah upah minimum
kabupaten/kota (UMK) karena itu termasuk pelanggaran terhadap hak
buruh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kerja batal demi
hukum karena perupahan tidak sesuai dengan UMK ketentuan
pemerintah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi
“Ketentuan upah dan penerapan upah telemarketing di PT Monex Investindo
futures terhadap perspektif hukum islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan.” yang berfokus pada tidak adanya pembayaran upah selam 3
bulan atau pembayaran upah yang mensyaratkan adanya 12 kali APP yang telah
dilakukan olch telemarketing dengan syarat dan ketentuan yang berbeda sesuai
perjanjian kerja di PT Monex Investindo Futures Surabaya dalam UU dan

analisis perspektif hukum islam.

E. Tujuan Penclitian
1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan penerapan upah

telemarketing di PT Monex Investindo Futures

17 Zarinah, T: injauan Hukum lIslam terhadap upah minimum regional pada pasal 91 UU
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi Kasus pada Industri sepatu UD.Bunda
Jombang). (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2005).
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2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan UU No.13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap ketentuan dan penerapan

upah telemarketing di PT Monex Investindo Futures

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1.

Kalangan akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
mengenai kebijakan sistem pengupahan yang terjadi ditingkat
perusahaan, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi siapa yang
ingin melakukan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai upah
Kalangan Praktisi

Diharapkan dapat menghimpun data-data dan informasi mengenai
penerapan upah dan sebagai wacana bagi beberapa pihak yang terlibat

didalamnya yaitu pemerhati hubungan industrial.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi

kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis

memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud

judul di atas :



Ketentuan upah telemarketing

Hukum Islam

UU No.13 tahun 2003

PT Monex Investindo Futures

13

: Ketetapan imbalan dari pengusaha
kepada pekerja yang dimanfaatkan
jasanya dalam bidang pemasaran
produk perusahaan lewat media telepon
untuk membuat janji pertemuan.'®
Peraturan-peraturan dan ketentuan
yang digunakan untuk mengendalikan
masyarakat islam baik berupa al-qur’an,

al-hadits, pendapat ulama °

tentang
perupahan.

: Undang-Undang yang menjadi dasar
hukum tentang ketenagakerjaan dalam
hal ini kaitannya dengan upah.

:Sebuah perusahaan investasi swasta

kantor cabang Surabaya yang bergerak

di bidang firture trading.

% paula Immaculata, Wawancara, Surabaya: 28 April 2012
“Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam,(Jakarta:Iktiar Baru Van Hoese,2006),

207.
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H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feld research)? yaitu
penelitian yang dilakukaan terhadap ketentuan dan pencrapan upah di PT
Monex Investindo Futures Surabaya.
Adapun rangkaaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metode
penelitian ini adalah:
1. Data yang dikumpulkan
Data dikumpulkan adalah:
a. Data tentang perusahaan
b. Data tentang pekerja di PT Monex Investindo Futures Surabaya.
c. Data mengenai mekanisme ketentuan upah/gaji dalam akad
perupahan pada penerapan upah/gaji telemarketing di PT Monex
Investindo Futures Surabaya, meliputi:
1) Perjanjian kerja
2) Waktu kerja
3) Tingkat produktifitas kerja.
4) Ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK).
5) Penetapan dan besaran upah.

6) Pelaksanaan upah.

% Moh Mahmud Sani, Pengantar Metode Research, (Mojokerto:Darul Falah,2006), 3.
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2. Sumber data
Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, sumber
tersebut bisa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau
lainnya.?
a.Sumber data Primer
1) Pengusaha di PT Monex Investindo Futures Surabaya
2) Telemarketing di PT Monex Investindo Futures Surabaya
3) Dokumentasi
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder?' adalah data yang bukan diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari buku-buku,
perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
1) Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah,
2010).
2) Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsani, Sapiudin Shidiq,
Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 201 0).
3) Hendi Suhendi, Figilh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007).

 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi(Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.Edisi Revisi,Cel.III, 2011) ,10.
2! Moh Mahmud Sani,Pengantar Metode Research,(mojokerto:Darul Falah,2006),7.
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4) Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2004).
5) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13, (Bandung: PT. Al Ma’arif,
1987).
6) Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta:
Penerbit Djambatan, 2003)
7) Lalu husni, Hukum ketengakerjaan Indonesis, (Jakarta: PT.
Raja grafindo persada, 2006)
&) Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2009)
9) Agusmidah, Dinamika & Kajian Teori Hukum K efenagkerjaan
Indonesia(Bogor: Ghalia Indonesia,2010)
3. Populasi dan Sampel
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis
membutuhkan populasi dan sampel.

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.”? Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh telemarketing PT Monex
Investindo Futures Surabaya yang berjumlah 80 orang.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.?* Untuk sampel

yang akan diwawancarai dipilih dengan menggunakan random sampling,

B Suharsini arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rieneka
Cipta,1998), 115.
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yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam
populasi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama diberi
kesempatan yang sama lmtuk dipilihmenjadi anggota sampel,? dengan
responden yang terdiri dari pengusaha dan telemarketing sebanyak 20
orang.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Pengamatan langsung terhadap obyek penelitian mengenai
ketentuan dan penerapan upah telemarketing di PT Monex Investindo
Futures Surabaya.
b. Interview
Mengadakan  wawancara dengan pihak-pihak tertentu
sehubungan dengan permasalahan yang ada, cara ini digunakan untuk
menanyakan beberapa prosedur ketentuan upah dalam UU
Ketenagakerjaan dan penerapannya di PT Monex Investindo Futures
Surabaya. Adapun wawancara yang terkait dengan penelitian inia
adalah:

1) Pengusaha PT Monex Investindo Futures

24 .
Ibid 117.
% Narbuko chalid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara,
2001), 135.
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2) Telemarketing di PT Monex Investindo Futures
¢. Dokumentasi
Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua
teknik diatas (wawancara dan observasi), yakni membaca dan
mengkaji buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang
dimaksud guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan
ujrah yang digunakan penulis sebagai landasan teori.
5. Teknik Pengolahan Data®®
Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, mak
dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Lditing
Memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan,
keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan
keseragaman data ketentuan dan penerapan upah di PT Monex
Investindo Futures Surabaya.
b. Analizing
Lanjutan terhadap hasil klasifikasi data, schingga diperoleh
kesimpulan mengenai ketentuan dan penerapan upah di PT Monex

Investindo Futures Surabaya.

% Ibid, 135.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah teknik
deskriptif analisis?’ yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang
ketentuan dan penerapan upah telemarketing di PT Monex Investindo
Futures Surabaya dalam perspektif hukum islam dan undang-undang No 13
tahun 2003 tentang ketengakerjaan, penulis menggunakan cara ini karena
ingin memaparkan, menjelaskan serta menguraikan data-data yang terkumpul
kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan, pola pikir yang
digunakan dalam menganalisis data adalah Induktif.

Pola pikir Induktif*® ini adalah analisa dari pengertian-pengertian atau
fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu mengenai ketentuan upah dan
selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada dilapangan mengenai
penerapan upah kemudian diteliti dan dianalisa sehingga hasilnya dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan  mengenai

penerapan upah tersebut.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang

2’ Moch. Nasir, Metode Penulisan,( Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), 63.
® Wahyu dan Muhammad Masduki, Petunjuk Praktis Membuat skripsi,
(Surabaya:Usaha Nasional, 1987),51.
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masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab dan
anak bab tentang upah dalam islam yang terdiri dari pengertian upah dan dasar
hukumnya, syarat, rukun upah, ketentuan upah, pelaksanaan pemberian upah
dan perupahan dalam UU No.13 Tahun 2003.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan di PT Monex
Investindo Futures Surabaya mengenai gambaran umum perusahaan, poduk,
data pekeja, waktu kerja, tingkat produktifitas, peraturan yang mengatur
tentang perupahan, ketentuan UMK, perjanjian kerja, ketentuan dan besaran
upah, serta penerapan upah telemarketing.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam
bab ketiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II
adapun bab yang akan dibahas adalah mengeanai analisis hukum islam dan UU
No.13 tahun 2003 terhadap ketentuan dan penerapan upah bagi telemarketing
di PT Monex Investindo Futures.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan

yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.



